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ARSITEKTUR SPBE DALAM KERANGKA KERJA SPBE

Visi dan Misi SPBE

/

Tujuan dan Sasaran SPBE
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Arsitektur SPBE

Domain Layanan SPBE

Domain Proses
Bisnis
Domain |

Domain Data dan

Aplikasi Informasi

SPBE

Domain
Infrastruktur SPBE

Domain Keamanan SPBE

Manajemen SPBE

Tata Kelola SPBE

DEFINISI

Kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi
proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

JANGKA WAKTU

Disusun untuk jangka waktu 5 tahun

TERDIRI DARI

» Arsitektur SPBE Nasional
» Arsitektur SPBE Instansi Pusat
» Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah



KETERKAITAN ANTAR DOMAIN ARSITEKTUR SPBE
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ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Enterprise Architecture Framework merupakan perancangan keselarasan antara bisnis dan teknologi,
sehingga tercipta layanan yang terintegrasi untuk mewujudkan tujuan di setiap organisasi dan perusahaan.

Enterprise Architectun

The Zachman Framework for Enterprlse Architecture’

b The Enterprise Ontology
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ENTERPRISE ARCHITECTURE (REFERENSI INTERNASIONAL)

Pada umumnya setiap negara menyusun Government Enterprise Architecture (GEA) sesuai dengan
karakteristik atau kebutuhan secara spesifik.
GEA suatu negara tidak dapat langsung diimplementasi oleh negara lain.

EA
Jirection

System Abu Dhabi IT A&S Framework, Sumber :

Management .
Architecture Abu Dhabi SIC, 2013

Domain

GEAF (Korea) Sumber : song, hee joon, 2006 Security

Canada, Sumber : Weisman, 2004



PERSONAL/INDIVIDUAL
ARCHITECTURE (ANALOGI)

VISI/CITA-CITA:
KESEHATAN, PENDIDIKAN,

l FINANSIAL

olahraga,
menjaga mandiri &
pola makan, mengikuti
& pola tidur pelatihan

menghemat
& bekerja
dengan giat

t

CONTOH DUKUNGAN TIK:

belajar

gadget (handphone, tablet,
smartwatch, laptop), aplikasi,
dan lain-lain.
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DENGAN ARSITEKTUR SPBE (ILUSTRASI)




ARSITEKTUR SPBE & PETA RENCANA SPBE
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DOKUMEN
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PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA SISTEM INFORMASI ARSITEKTUR SPBE
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PENGISIAN ARSITEKTUR SPBE
PADA TEMPLATE EXCEL
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DASAR HUKUM PROSES BISNIS:

PERATURAN MENTERI PANRB
NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
INSTANSI PEMERINTAH




DEFINISI PROSES & DEFINISI PROSES BISNIS

Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output

[Pasal 1 angka 4, Permen PANRB 19/2018]

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur
dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing

[Pasal 1 angka 14, Perpres 95/2018]




DEFINISI PETA PROSES BISNIS l

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang
menggambarkan hubungan kerja yang
efektif & efesien antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi agar
menghasilkan keluaran yang bernilai

tambah bagi pemangku kepentingan.

[Pasal 1 angka 1, Permen PANRB 19/2018]



REFERENSI ARSITEKTUR
PROSES BISNIS

Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Sektor Pemerintahan

Urusan Pemerintahan

RAB.O1 - Pertahanan dan Luar Negeri

RAB.01.01 - Pertahanan
RAB.01.02 - Urusan luar negeri

RAB.02 - Ekonomi dan Industri

‘ Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)

‘ Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

SPBE Nasional

RAB.02.01 - Industri

RAB.02.02 - Perdagangan

RAB.02.03 - Pertanian

RAB.02.04 - Perkebunan

RAB.02.05 - Peternakan

RAB.02.06 - Perikanan

RAB.02.07 - Badan usaha milik negara
RAB.02.08 - Investasi

RAB.02.09 - Koperasi

RAB.02.10 - Usaha kecil dan menengah
RAB.02.11 - Pariwisata

RAB.03 - Pembangunan Kewilayahan

‘ Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan)

SPBE Instansi Pusat

_ ‘ Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)
SPBE Pemerintah Daerah

RAB.03.01 - Pekerjaan umum

RAB.03.02 - Transmigrasi

RAB.03.03 - Transportasi

RAB.03.04 - Perumahan

RAB.03.05 - pembangunan kawasan atau
daerah tertinggal

RAB.03.06 - Pertanahan

RAB.03.07 - Kependudukan

RAB.04 - Perlindungan Sosial dan Kesehatan

RAB.04.01 - Kesehatan
RAB.04.02 - Sosial
RAB.04.03 - Pemberdayaan perempuan

RAB.O5 - Ketertiban Umum dan Keselamatan

UR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

RAB.05.01 - Hukum
RAB.05.02 - Keamanan
RAB.05.03 - Hak asasi manusia

RAB.06 - Pendidikan dan Tenaga Kerja

RAB.06.01 - Pendidikan
RAB.06.02 - Ketenagakerjaan
RAB.06.03 - IImu pengetahuan
RAB.06.04 - Teknologi
RAB.06.05 - Pemuda
RAB.06.06 - Olahraga

RAB.07 - Lingkungan dan Sumber Daya Alam

RAB.07.01 - Pertambangan
RAB.07.02 - Energi

RAB.07.03 - Kehutanan
RAB.07.04 - Kelautan
RAB.07.05 - Lingkungan hidup

RAB.08 - Budaya dan Agama

RAB.08.01 - Agama
RAB.08.02 - Kebudayaan

RAB.09 - Pemerintahan Umum

RAB.09.01 - Dalam negeri
RAB.09.02 - Keuangan
RAB.09.03 - Informasi
RAB.09.04 - Komunikasi

RAB.09.05 - Perencanaan pembangunan nasional

RAB.09.06 - Aparatur negara
RAB.09.07 - Kesekretariatan negara




MENENTUKAN REFERENSI

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Referensi Arsitektur Proses Bisnis tidak selalu
bergantung pada struktur instansi pemerintah.
Dengan kata lain, suatu instansi pemerintah
mungkin saja mengacu kepada lebih dari 1 (satu)
Referensi Arsitektur Proses Bisnis.

Contoh: Proses Bisnis di Kementerian PANRB tidak
selalu mengacu pada RAB.09.06 Aparatur Negara,

Proses Bisnis yang berkaitan dengan hukum,

misalnya, tetap mengacu pada RAB.05.01 Hukum.




CONTOH TAKSONOMI REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
MENGGUNAKAN ANALOGI BIOLOGI

NAMA LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4
(SPESIES) (KINGDOM) (KELAS) (ORDO) (SPESIES)

BIOLOGI- Kucing (Felis RAB.O1 RAB.01.01 RAB.01.01.01 RAB.01.01.01.01
DAB.01.01.01.01 Catus) Animalia Mammalia Carnivora Felis Catus

BIOLOGI- Kuda (Equus RAB.01 RAB.01.01 RAB.01.01.02 RAB.01.01.02.01
DAB.01.01.02.01 Ferus) Animalia Mammalia Perissodactyla Equus Ferus

Nama Bisnis / alEels ) el RAB Level 3 RAB Level 4
) (sektor (UL (fungsi pemerintahan) (sub fungsi pemerintahan)
rusan pemerintahan) pemerintahan) &3P ssip
: .03.04. RAB.03.04.05.01
TUU- Pengembangan PemRtf;i 0jnan RAB.03.04 PeRnAIZISf\ OA;?aSan Pengembangan
DAB.03.04.05.01 Perumahan 8 Perumahan y &8 g g

Kewilayahan Perumahan Perumahan



CONTOH KASUS TAKSONOMI REFERENSI

ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Suatu buku berjudul Hukum Ekonomi harus
diletakkan pada suatu rak buku.

Di manakah buku tersebut harus diletakkan?
Pada rak yang berisi buku-buku terkait hukum
atau terkait ekonomi?

Siapa yang berhak menentukannya?

REMINDER: Suatu komponen muatan Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis
tidak boleh menginduk pada lebih dari 1 (satu) pengelompokan.



. PENYELESAIAN CONTOH KASUS

Ly -
Q¥ ~

‘?

Dalam hal kita ragu menentukan di mana seharusnya buku tersebut
diletakkan (dengan kata lain: pada pengelompokan mana suatu
komponen Atribut Metadata Arsitektur Proses Bisnis menginduk),

kita dapat melakukan beberapa pendekatan, antara lain:

» Mencari unsur yang lebih dominan (dalam contoh, unsur hukum
lebih dominan, sehingga buku Hukum Ekonomi lebih tepat

diletakkan pada rak yang berisi buku-buku terkait hukum).

» Membaginya menjadi 2 (dua) komponen Atribut Metadata
Arsitektur Proses Bisnis agar dapat masuk ke masing-masing

induk pengelompokan.



CONTOH
ARSITEKTUR PROSES BISNIS

Visi, Misi Tujuan Arsitektur Proses Bisnis Pengelolaan Kearsipan K/L/D

e

Fungsi | Fungsi Il

[Tingkat 1 (Pemerintahan Umum) .J SPBE Nasional

I_I_l ’ Tingkat 2 (Aparatur Negara)

Peta Proses y
Peta Proses Peta Proses Peta Proses : _
Bisnis Level O Bisnis Level O Bisnis Level 0 |—‘ Tlngkat 3 (Kelembagaan dan Tata Laksana Pemerintahan

f 1 Peta Sub Proses { Tingkat 4 (Pengelolaan Ketatalaksanaan)
Peta Proses Peta Proses l
Bisnis Level 1 Bisnis Level 1

Tingkat N pengelolaan Probis

Peta Lintas Fungsi
Peta Proses

Bisnis Level n _

Peta Proses
Bisnis Level n

\ 4

SOP




ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR PROSES BISNIS

No.| __Nama Atribut

1 1ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata. Contoh: PANRB-DAB.01.01.01
2 Nama Bisnis/Urusan Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas
unit kerja/perangkat daerah.

3 Uraian Bisnis/Urusan Merupakan deskripsi/uraian dari urusan-urusan pemerintahan yang diselenggarakan yang
mengacu pada tugas unit kerja/perangkat daerah.

4  Sasaran Strategis Merupakan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.
Indikator Kinerja Merupakan indikator yang merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran strategis.
Utama (IKU) Isikan sasaran strategis eselon 1 yang terkait dengan proses bisnis dimaksud.

6 Nilai IKU Target Nilai yang IKU yang ditargetkan (pada tahun terakhir dari dokumen sumber IKU).

7 Nilai IKU Realisasi Nilai yang IKU yang telah dicapai (pada tahun di mana dokumen Arsitektur SPBE disusun).

8 Unit Kerja Merupakan unit kerja yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.

9 Kode Model Referensi  Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih.

10 Instansi Merupakan instansi yang berkaitan dengan proses bisnis terkait.
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. LAYANAN SPBE & PENGGUNA SPBE

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau
beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
[Pasal 1 angka 4, Perpres 95/2018]

Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai
Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan
pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.

[Pasal 1 angka 26, Perpres 95/2018]



RELASI LANGSUNG PADA
DOMAIN LAYANAN SPBE

Referensi Arsitektur
Layanan

Domain Proses Bisnis | . ;:i' Domain Layanan SPBE

Interaksi Interaksi




REFERENSI ARSITEKTUR
LAYANAN SPBE

Referensi Arsitektur Layanan

Tingkat 1 (Domain Layanan)

SPBE Nasional
‘ Tingkat 1 (Domain Layanan) asiona

‘ Tingkat 2 (Area Layanan)

‘ Tingkat 3 (Kategori Layanan)

SPBE Instansi Pusat

<PBE Permerintah Dacrah ‘ Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan)

STRUKTUR REFERENSI

TAKSONOMI REFERENSI

[BAL.01Lavanan Publik | —

[BAL.0Z Layanan Administrasi Pemerint ahijmm

Tingkat 2 (Area Layanan)

RAL.01L.01Pertahanan

RAL.01.02 Uruzan Luar Meqgeri
RAL.01.03 Keneqgaraan

RAL.01.0d Ekonomi

RAL. 0105 Industri

RAL.01.06 Perdagangan

RAL.01.0T Pertanian

RAL.01.05 Perkebunan

RAL.01.09 Peternakan
RAL.0110Perikanan

RAL.01. 1 Badan Usaha Milik Meqgara
RaL. 0112 Investasi

RAL.01.13 Koperasi

RAL.01.1d Usaha Kecil Dan Mernengah
RaL. 0115 Pariwizata

RAL.01.16 Perizinan dan Akreditasi
RAL.0117 Pekerizan Umum
RAL.01.18 Transmigrasi

RAL.01.13 Transportasi

RAL.01.20 Perumakan

RAL.01. 21 Pembangunan K.aw asan atau Daerah Tertingqal
RAL.01.22 Pertanahan

RAL.01.253 Kependudukan
RAL.01.24 Pemerintahan dasrah
RAL.01.25 Kezehatan

RAL.01.26 Sasial

RAL.01.2T Pemberdavazan Perempuan
RAL.01.25 Hukum
RAL.01.23Keamanan

RAL.01.30 Hak Azasi Manusia
RaL.01.31Pendidikan

RAL.01.32 Ketenaqakeriaan
RAL.01.33 Imu Pengetahuan dan Teknalogi
RAL.01.3d Pemuda

RAL. 01.35 Olakraga

RAL.01.36 Pertambangan
RAL.01.37 Enerai

RaL.01.38 Kehutanan

RAL.01.33 Kelautan

RAL.01.40 Lingkungan Hidup
FaL.01.41 Agqama

RAL.01.42 Kebudavaan

RAL.01.43 Informasi

BaL. 0144 Komunik asi

RAL.0Z. 01 Dalam Megeri

RAL.0OZ. 02 Keuangan

RAL.0OZ.05 Perencanaan Pembangunan Masional
RAL.0OZ. 04 Aparatur Neqgara

RAL.0OZ.05 Kesekretariatan Meqara

RaAL.0Z. 06 Dukungan Operasional Organis asi
RAL.0OZ 07 Akuntabilitas Kineria

RAL.0Z.05 Organisasi dan Tatakelola

BAL.0Z. 03 Data dan Informaszi Pemerintabhan




* ATRIBUT METADATA ARSITEKTUR LAYANAN SPBE

_No. Nama Atribut

1 1ID nomor unik sebagai identitas metadata.

2 Nama Layanan nama dari layanan yang dihasilkan oleh unit kerja/perangkat daerah.

3 Tujuan Layanan penjelasan tujuan dari layanan.

4  Fungsi Layanan uraian penjelasan dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam layanan.

5 Unit Pelaksana = Unit Kerja (Dependency) unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan layanan.

6 Kementerian/Lembaga terkait kementerian/lembaga terkait dengan layanan.

(Dependency)
Urusan Pemerintahan - RAB Level 2 urusan pemerintahan yang terkait dengan layanan.
Target Layanan (Dependency) target pengguna layanan.

9 Metode Layanan model dari layanan (Elektronik atau Non Elektronik).

10 Potensi Manfaat manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi
pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan eksternal, para pemangku kepentingan, hingga
nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah, mempercepat proses pemberian
layanan, peningkatan akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi operasional dll).

11 Potensi Ekonomi kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh dalam penerapan layanan SPBE.

12 Potensi Risiko potensi risiko yang akan terjadi dalam penerapan layanan SPBE.

13 Mitigasi Risiko mitigasi penanganan potensi risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan SPBE.

14 Proses Bisnis (Dependency) proses bisnis yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.

15 Kode Model Referensi kode model referensi SPBE yang sesuai dengan nama bisnis/urusan yang dipilih.

16 Instansi instansi yang berkaitan dengan layanan SPBE terkait.



ATRIBUT METADATA LAYANAN
POTENSI EKONOMI-POTENSI RISIKO

1 Potensi manfaat Merupakan manfaat yang diperoleh dalam penerapan
layanan SPBE baik untuk kebutuhan internal instansi
pusat dan pemerintah daerah, serta kepentingan
eksternal, para pemangku kepentingan, hingga nasional
(a.l.: meningkatkan kualitas layanan pemerintah,
mempercepat proses pemberian layanan, peningkatan

Analisis Biaya-Manfaat (CBA)

akurasi dan kualitas data, meningkatkan efisiensi Digunakan untuk melakukan justifikasi dalam
operasional dll). pengembangan layanan elektronik ke depan
12 Potensi ekonomi Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang diperoleh
dalam penerapan layanan SPBE
13 Potensi risiko Merupakan potensi risiko yang akan terjadi dalam

penerapan layanan SPBE

Atribut Komponen Perhitungan Satuan
Metadata Konversi

Potensi Direct benefit, indirect benefit, intangible benefit, competitive benefit Rupiah
Ekonomi Contoh:

Penyediaan layanan digital aparatur negara (Kuantifikasi potensi manfaat dari 4 juta ASN yang sebelumnya

melakukan pelatihan fisik dengan biaya 1 juta/orang, maka terdapat potensi penghematan sebesar 4 trilyun bila

dilakukan secara online)

13 Potensi Risiko  Direct cost, indirect cost, intangible cost, opportunity cost Rupiah
Contoh:
Proses migrasi layanan transaksi elektronik keuangan dalam transaksi penerimaan negara, dengan jumlah transaksi
24 milyar/hari (potensi risiko, bila terjadi kegagalan dalam pelaksanaan migrasi, maka potensi risiko kehilangan
potensi penerimaan negara sebesar 1 milyar/jam)




PENILAIAN EVALUASI SPBE
INDIKATOR 11 - ARSITEKTUR SPBE

Domain 2 . Tata Kelola SPBEE
Aspek 2 :  Perencanaan Strategis SFBE N il ai Ti n gkat
Indikator 11 : Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi

kematangan

Pusat/Pemerintah Daerah

Pertanyaan @ Apakeh Instansi Pusat/Pemerintah Dacrah memilid 1 Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum
Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah? . . .
Tingiat T— ditandatangani secara resmi)
1 Konsep dokumen Arsitektur SPBE belum atau telah tersedia. . . . .
e 2 * Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi
Kondisi: Dokumen Arsitektur SPBE tidak/belum mencalkup oleh peja bat berwena ng
referensi dan domain Arsitektur SPBE Instansi * Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara

Pusat/Pemerintah Daerah secara lengkap yaitu referensi dan

domain arsitcktur Proscs Bisnis, Data dan Informasi, lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE,

Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)

Layanan SPBE.
3 [ Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE 3 * Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi

telah mencakup seluruh referensi dan domain Arsitektur SPBE 0|eh peja bat be rwena ng
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yaitu referensi dan domain . . .
* Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara

arsitelktur Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur

SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE,
4 |[rieria tingkat 3 telah terpenuli dan dolumen Arsiteltur SPBE aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah berpedoman pada

Arsitektur SPBE Nasional. Selain itu, dokumen Arsitektur SPBE 4 ° Melakukan reviu dan evaluasi

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah dilakukan reviu dan

* Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional

evaluasi secara periodik.

5 | Kniteria tingkat 4 telah terpenuhi dan dokumen Arsitektur SPBE v' Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional
Instansi Pusat/Pemenintah Dacrah telah dilakukan v" Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
pemutakhiran sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.

Jawaban : Pilih tingkat 1,3, 3, 4, atau 5 5 Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be
Penjelasan N

arsitektur secara periodik)

Data dulUnE @ i i s s s e s s a e




PENILAIAN EVALUASI SPBE

INDIKATOR 11 - ARSITEKTUR SPBE

* Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang
* Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan
informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)

3

Bukti dukung ini diupload
dengan pengesahan

pejabat berwenang, dan
seluruh domain arsitektur
dan referensi sudah terisi

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGAL!
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 255 TAHUN 2022
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKT
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN R
BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

publik yang berkinerja tinggi, maka

Nama

48

Model

Unit

Kementerian

Urusan

HALCROr Ly Layants Enuas Fungsi Layanan Referensi Pelaksana [/ Lembaga Pemerintah Target Metode Me.:tada.ta
Layanan Layanan (Sub Layanan L L Terkait [—— Layanan Layanan Terkait
Kategori) ayanan ayanan ‘erkai an Terkai

02.06.01. | Layanan Menganalisis Merekomendasi- | Dukungan | Deputi As.Dep.l dan | Layanan PAN-

06 pendukung | isu strategis kan kebijakan Operasio- | Bidang i Administrasi 01.06;
keputusan | dan vang kolaboratif | nal Pelayanan Pemerintahan Govern- Aplikasi
perumusan | melakukan berdasarkan Organisasi | Publik (RL-02) ment hz:u dan/
kebijakan | kajian kolaborasi (RL-02.06) :pl;;asi
pelayanan | kebijakan pengetahuan dukungan;
publik pelayanan stakeholder

publik dalam
berdasarkan merumuskan
dukungan kebijakan
informasi dari | pelayanan publik
ragam media

02.06,01, | Layanan Menganalisis Merekomendasi- | Dukungan | Deputi As.Dep.l Layanan Unit Govern- PAN-

07 pendukung | isu strategis kan kebijakan Operasio- Bidang Administrasi Kerja ment to 01.07;
keputusan | dan vang kolaboratif | nal Reformasi Pemerintahan Govern- Aplikasi
perumusan | melakukan berdasarkan Organisasi | Birokrasi, (RL-02) ment h:‘:’ dan/
kebijakan | kajian kolaborasi (RL-02.06) | Akuntabi- :pl;:mi
reformasi kebijakan pengetahuan litas dukungan;
birokrasi reformasi stakeholder Aparatur,

birokrasi dalam dan
berdasarkan merumuskan Pengawa
dukungan kebijakan san
informasi dari | reformasi
ragam media birokrasi
Sesialisasi | 02.08.01, | Layanan Mewujudkan Menjelaskan dan | Organisasi | Deputi As.Dep I, IV | Layanan K/Lf Govern- PAN-
Kebijakan | g1 pengkoor- | keselarasan menjawab dan Tata Bidang dan V Administrasi Pemda ment to 02.01;
Terkait dinasian pelaksanaan pertanyaan Kelola Kelemba- Pemerintahan Govern- Aplikasi
&NgsBm) kegiatan aktivitas (konsultasi) dari | (RL-02.08) | gaan dan (RL-02) ment z‘:;: dan/
o lintas implementasi seluruh instansi Tata P
— ! aplikasi
organisasi/ | kebijakan yang Laksana dulkungan;
instansi kelembagaan melaksanakan
terkait pemerintah kegiatan terkait
implemen pada seluruh implementasi
tasi kebijakan

a. bahwa dalam rangka mencapai birokrasi dan pelayanan

diperlukan




KETERPADUANLAYANANDIGITAL NASIONAL




' TERIMA KASIH

“Sinergi dan kolaborasi dari
seluruh stakeholder terkait

sangat menentukan

keberhasilan penerapan SPBE.”

#) Vo
Vo il

' bangga
jmelayani
bangsa 3

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif
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